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Tentang KNKS

Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang
dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan
Syariah dan mulai aktif beroperasi pada tanggal 3 Januari 2019. Lembaga ini bertugas mempercepat,
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rekomendasi arah kebijakan, mengoordinasikan para pemangku kepentingan, serta melakukan

evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Sesuai dengan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, KNKS berupaya membangun
ekosistem ekonomi syariah yang meliputi industri halal, keuangan syariah baik komersial maupun
sosial, serta infrastruktur pendukung lainnya seperti pembangunan sumber daya manusia, sistem
informasi, dan digitalisasi ekonomi. Dalam melakukan implementasi program strategis, KNKS
mengutamakan kerja sama dan sinergi dengan kementerian/lembaga, regulator, akademisi, peneliti,

praktisi, organisasi masyarakat serta pemangku kepentingan terkait lainnya.

Informasi lebih lanjut terkait KNKS dapat diperoleh melalui www.knks.go.id



Ringkasan Eksekutif

Sharia  Restricted Intermediary Account (SRIA)
merupakan inovasi produk investasi pada perbankan
syariah yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
dalam bentuk kajian pada tahun 2018. Pada tahun
2019, KNKS melanjutkan kajian tersebut dalam

bentuk penyusunan concept note bersama dengan

stakeholders keuangan syariah di antaranya
perbankan syariah, OJK, Lembaga Penjamin
Simpanan (LPS), dan Bank Indonesia (Bl). Concept

note SRIA mencakup pengembangan skema-skema
SRIA yang dapat diterapkan oleh perbankan syariah,
usulan fitur-fitur khusus pada SRIA, dan identifikasi
ketentuan-ketentuan

mikroprudensial  maupun

makroprudensial sistem keuangan yang perlu
disesuaikan dalam rangka mengakomodasi fitur-fitur

khusus tersebut.

SRIA merupakan produk pendanaan bank syariah
dengan akad mudharabah muqayyadah yang bersifat
investasi terikat. Pada produk ini, investor dapat
memilih proyek yang akan dibiayai secara langsung
dan ikut menanggung risikonya. Atas risiko yang
investor berhak  untuk

ditanggung, menjadi

memperoleh imbal hasil yang lebih tinggi sesuai hasil
pembiayaannya dengan mekanisme profit sharing.
Produk ini diharapkan bisa menjadi produk yang
menambah keunikan antara

perbankan syariah

dengan perbankan konvensional, menjadi

penghubung antara perbankan syariah dan pasar
modal syariah, serta menjadi instrumen penempatan
Direct Investment untuk

Foreign pendanaan

pembangunan  khususnya infrastruktur melalui
perbankan syariah.

Kajian Legal Review dan Legal Drafting Concept Note
SRIA ini bertujuan untuk memberikan pandangan
hukum atas konsep SRIA yang telah disusun oleh
KNKS serta memberikan acuan kepada perbankan
syariah dalam menyusun Perjanjian Kerja Sama
antara bank syariah dan calon investor SRIA. Acuan
hukum ini diharapkan dapat membantu bank syariah
untuk mengidentifikasi aspek-aspek apa saja yang
dicantumkan  dalam

harus diperhatikan dan

Perjanjian Kerja Sama dengan investor SRIA,

mengingat fitur-fitur SRIA memiliki karakteristik yang

berbeda dengan produk bank secara umum.
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PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Produk investasi bank syariah dapat diterapkan
dalam bentuk Sharia Restricted Intermediary
Account (SRIA) dengan akad mudharabah
muqayyadah dimana investor dapat memilih
proyek yang akan dibiayai secara langsung dan
ikut menanggung risikonya. Atas risiko yang
investor berhak untuk

ditanggung, menjadi

memperoleh imbal hasil yang lebih tinggi.
Dengan adanya produk SRIA, bank syariah tidak
menanggung risiko pembiayaan dari proyek
tersebut sehingga perhitungan ATMR untuk
pembiayaan proyek tersebut bisa lebih rendah

dan tidak menggerus cadangan modal.

2. Tujuan

Kajian ini  bertujuan untuk memberikan
pandangan hukum atas konsep SRIA yang telah
disusun oleh KNKS serta memberikan acuan
kepada perbankan syariah dalam menyusun

Perjanjian Kerja Sama antara bank syariah dan

Dengan begitu, bank syariah bisa lebih leluasa

menyalurkan  pembiayaan lain  termasuk
pembiayaan kepada proyek-proyek besar
sekaligus  memberikan  alternatif  produk

investasi dengan imbal hasil lebih tinggi kepada
investor. Selain itu, bank syariah juga akan
memiliki produk investasi yang membedakan
produk perbankan syariah dengan perbankan
konvensional. Hal ini akan mendukung
percepatan kenaikan aset perbankan syariah di

Indonesia.

calon investor SRIA. Pandangan hukum ini
diharapkan dapat membantu bank syariah untuk
mengidentifikasi aspek-aspek apa saja yang
harus diperhatikan dan dicantumkan dalam

Perjanjian Kerja Sama dengan investor SRIA.



LEGAL REVIEW REVIEW CONCEPT NOTE SHARIA

RESTRICTED INTERMEDIARY ACCOUNT

1. Hubungan Hukum Bank dan Nasabah dalam Kaidah Hukum

Perbankan

Bank adalah badan usaha yang menghimpun
dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan
dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam
bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya
dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat
banyak. Adapun pihak yang menggunakan jasa

bank disebut sebagai nasabah. Nasabah

penyimpan adalah nasabah yang menempatkan

dananya di bank dalam bentuk simpanan

berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah

yang bersangkutan

Salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh Bank

Umum adalah menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro,

deposito  berjangka, sertifikat  deposito,

tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang

dipersamakan dengan itu. Simpanan sendiri

adalah dana yang dipercayakan oleh
masyarakat kepada bank
berdasarkan perjanjian penyimpanan

dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat
deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya

yang dipersamakan dengan itu.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat

bahwa hubungan hukum antara masyarakat
pengguna bank (nasabah) dan bank sendiri
didasarkan pada perjanjian penyimpanan
dana. Sayangnya, UU 7/1992 dan perubahannya
(UU No 10 Tahun 1998) serta UU No 21 Tahun
2008 tentang Perbankan Syariah tidak merinci
lebih bentuk perjanjian

lanjut mengenai

penyimpanan itu sendiri.

Menurut Tan Kamelo, sebagaimana dikutip
oleh Trisadini P Usanti dan Abd. Shomad, dalam
buku Hukum Perbankan (hal. 39), perjanjian
penyimpanan memiliki karakteristik

tidak

sebagai

perjanjian bernama  (onbenoemde

overeenkomst, innominaat contracten) dengan

ciri-ciri:

1. Perjanjian simpanan bersifat riil, artinya
perjanjian tidak cukup diperlukan
kesepakatan saja  tetap  nasabah
penyimpan harus menyerahkan uang
kepada bank untuk disimpan;

2. Uang vyang diserahkan menjadi milik

bank dan penggunaannya menjadi

wewenang penuh dari bank;



3. Hubungan hukumnya adalah bank
berkedudukan sebagai debitor dan
nasabah  penyimpan berkedudukan
sebagai kreditor;

4. Bank bukanlah sebagai peminjam uang
dari nasabah penyimpan;

5. Nasabah penyimpan bukan sebagai
penitip uang pada bank;

6. Bank akan mengembalikan simpanan

nasabah dengan kontraprestasi berupa
pemberian bunga atau bagi hasil (pada

bank syariah).

Penggunaan Simpanan Nasabah untuk Usaha

Bank
Dengan demikian, adanya perjanjian
penyimpanan antara nasabah dan bank

mengkondisikan bank untuk memiliki wewenang

penuh atas simpanan nasabah. Namun

demikian, nasabah tidak berarti kehilangan hak

atas simpanan tersebut. Bank akan

mengembalikan simpanan nasabah dengan

kotraprestasi berupa pemberian bunga/bagi

hasil.

Sebagai bentuk penggunaan simpanan nasabah,
Bank Umum diperkenankan untuk menjalankan

usaha, di antaranya memberikan kredit,

menerbitkan surat pengakuan hutang, serta
membeli, menjual atau menjamin atas risiko
sendiri maupun untuk kepentingan dan atas
nasabahnya beberapa surat

perintah jenis

berharga, yaitu:

1. Surat-surat wesel termasuk wesel

yang
diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya
tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam
perdagangan surat-surat dimaksud;

2. Surat pengakuan utang dan kertas dagang
lainnya yang masa berlakunya tidak lebih
lama dari kebiasaan dalam perdagangan
surat-surat dimaksud;

3. Kertas perbendaharaan negara dan surat

jaminan pemerintah;

4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);

5. Obligasi;

6. Surat dagang berjangka waktu sampai
dengan 1 (satu) tahun; dan

7. Instrumen surat berharga lain yang

berjangka waktu sampai dengan 1 (satu)

tahun.

Bank juga menjalankan usaha berupa

memindahkan uang baik untuk kepentingan
sendiri maupun untuk kepentingan nasabah,
serta menempatkan dana pada, meminjam dana
dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain,
baik dengan menggunakan surat, sarana
telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk,

cek atau sarana lainnya.

Sekalipun memiliki wewenang penuh terhadap

simpanan nasabah, uu 7/1992 dan

perubahannya beserta peraturan perundang-

undangan lainnya memiliki skema untuk

memastikan hak sebagai nasabah terpenuhi.



Di antaranya, Anda berhak atas penyediaan

informasi mengenai kemungkinan timbulnya

risiko kerugian, rahasia bank, dan jaminan atas
simpanan nasabah melalui Lembaga Penjamin

Simpanan.

Terdapat beberapa ketentuan yang dapat

digunakan untuk memberikan perlindungan

hukum kepada pengguna jasa layanan

berdasarkan Undang-

tentang

perbankan (nasabah)

Undang Nomor 10 Tahun 1998

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1992 tentang Perbankan (UU 10/1998), di

antaranya sebagai berikut:

1. Penyediaan Informasi Mengenai

Kemungkinan Timbulnya Risiko Kerugian.

Pasal 29 Ayat 4 UU 10/1998 menyatakan:

“Untuk kepentingan nasabah, bank wajib
menyediakan informasi mengenai kemungkinan
timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan

transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Penyediaan informasi mengenai kemungkinan
timbulnya risiko kerugian nasabah dimaksudkan
agar akses untuk memperoleh informasi perihal
kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih
terbuka sekaligus adanya

yang menjamin

transparansi dalam dunia Perbankan.

Khusus untuk kepentingan perpajakan, telah

diterbitkan  juga peraturan yang dapat
mengenyampingkan rahasia  bank, yaitu
dalam Peraturan 0OJK (POJK)

No. 25/P0OJK.03/2015 Tahun 2015 tentang

Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait

Perpajakan Kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi

Mitra (“POJK 25/2015”).

Melalui aturan ini, Lembaga Jasa Keuangan (LJK)
wajib menyampaikan laporan kepada otoritas
pajak berupa informasi nasabah asing terkait
perpajakan untuk diteruskan kepada otoritas

negara mitra atau yurisdiksi mitra.

2. Jaminan Atas Simpanan Nasabah Melalui

Lembaga Penjamin Simpanan

Perlindungan lainnya vyang diberikan UU
10/1998 adalah dibentuknya Lembaga Penjamin
Simpanan sebagaimana disebut dalam Pasal 37B
ayat (1) dan (2) UU 10/1998: “Setiap bank wajib
menjamin dana masyarakat yang disimpan pada
bank yang bersangkutan.” dan “Untuk menjamin
simpanan masyarakat pada bank sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga

Penjamin Simpanan.”

Lembaga Penjamin Simpanan adalah badan

hukum vyang menyelenggarakan kegiatan
penjaminan atas simpanan Nasabah Penyimpan
melalui skim asuransi, dana penyangga, atau

skim lainnya.

Jadi, UU 10/1998 mengamanatkan dibentuknya
Lembaga Penjamin Simpanan dan mewajibkan
setiap bank menjamin dana masyarakat yang
disimpan dalam bank bersangkutan. Adapun

dasar hukum dari Lembaga ini adalah Undang-


https://knksoffice365-my.sharepoint.com/personal/farah_ariyana_knks_go_id/Documents/KNKS/SRIA/PPT%20SRIA/Inovasi%20Produk%20SRIA%208%20Januari%202020.pptx?web=1
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5694c35158ae3/nprt/lt5174da8809daf/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-no-25_pojk.03_2015-tahun-2015-penyampaian-informasi-nasabah-asing-terkait-perpajakan-kepada-negara-mitra-atau-yurisdiksi-mitra

Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga

Penjamin Simpanan sebagaimana yang telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin
Simpanan vyang telah ditetapkan sebagai

undang-undang melalui Undang-Undang Nomor

7 Tahun 2009.

Di samping UU 10/1998, usaha pemerintah
untuk melindungi nasabah/konsumen secara

umum juga dapat ditemukan dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan  Konsumen ("UU  8/1999").
Berlakunya UU 8/1999 ini memberikan

konsekuensi logis terhadap pelayanan jasa
perbankan. Pelaku usaha jasa perbankan oleh

karenanya dituntut untuk:

1. Beritikad  baik dalam  melakukan
kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas,

dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
jasa yang diberikannya;

3. Memperlakukan atau melayani
konsumen secara benar dan jujur serta
tidak diskriminatif;

4, Menjamin kegiatan usaha perbankannya
berdasarkan ketentuan standar

perbankan yang berlaku;

5. Dan sebagainya.

UU 8/1999 juga berupaya untuk melindungi
nasabah bank dengan cara memberikan batasan
terhadap klausul baku yang ditetapkan oleh
bank dengan dicantumkannya Pasal 18 dalam

undang-undang tersebut.

2. Hubungan Hukum Nasabah Pemilik Dana dengan Bank

Syariah

Hubungan hukum antara nasabah pemilik dana
dengan bank pengelola dalam produk deposito
mudharabah pada bank syariah tidak lagi
berjalan pada konstruksi hubungan hukum
antara kreditur dengan debitur sebagaimana
pada bank konvensional

deposito tetapi

merupakan  hubungan  partnership  atau

hubungan kemitraan yang didasarkan pada

kesetaraan dalam berbagi keuntungan atas dana

yang diinvestasikan dengan dijiwai semangat
hubungan fidusier antara nasabah pemilik dana

dengan bank pengelola.

Secara umum, Mudharabah merupakan fiducial
contract atau pengaturan dimana shahibul mal
mempercayakan modal kepada mudharib yang
bekerja untuk mengelola modal tersebut dan
sebelumnya telah disepakati bersama dalam hal

pembagian keuntungan.
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Mudharabah merupakan salah satu bentuk dari
prinsip syarikah atau musyarakah (bagi hasil)
yang mengandung  substansi perjanjian
kemitraan atau kerjasama antara pemilik modal
(shahibul mal) dan pengelola modal (mudharib)
dengan pembagian keuntungan yang disepakati

bersama.

Syarikah atau musyarakah dapat diartikan
sebagai akad kerja sama usaha patungan antara
(dua) pihak atau lebih pemilik modal untuk
membiayai suatu usaha yang dinilai halal dan
produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi
sesuai dengan nisbah yang telah disepakati
bersama pada saat membuat akadnya. Adapun
syarikah atau musyarakah merupakan salah satu
instrumen yang digunakan perbankan Islam

dalam menyediakan pembiayaan dalam bentuk

penyertaan modal (equity participation).

Mengenai bentuk dan sifat hubungan hukum
antara nasabah dengan bank, kajian referensial
menunjukkan  bahwa

terdapat beberapa

pendapat dan perbedaan di kalangan ahli

hukum. Sebagian pendapat mengemukakan
bahwa hubungan hukum antara nasabah dengan
bank adalah hubungan penitipan, sebagian lagi
menyatakan bahwa hubungan tersebut adalah
hubungan pemberian kuasa. Satu hal yang perlu
dicatat bahwa penentuan dan identifikasi
terhadap sifat dan bentuk hubungan hukum
antara nasabah dengan bank selalu tidak
terlepas dari karakter dasar dan prinsip-prinsip

terkandung dalam perjanjian antara

yang

nasabah dengan bank.

Deposito mudharabah sebagai perjanjian antara
nasabah pemilik dana dengan bank pengelola
karakter dasar

mempunyai yang berbeda

dengan deposito pada bank konvensional.
Deposito pada bank konvensional yang berjalan
pada konsep bunga dan karenanya dianggap
cocok dengan kontruksi hubungan peminjaman
uang dengan bunga sebagaimana terlembaga
pada rumusan pasal 1765 KUH Perdata bahwa
.... adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga
atas peminjaman uang atau lain barang yang
menghabis karena pemakaian .... sehingga Sutan
Remy Sjahdeni memegang teori hubungan
hukum antara nasabah dengan bank adalah

hubungan antara kreditur dengan debitur.

Deposito mudharabah berjalan pada karakter
dasar bahwa nasabah pemilik dana tidak
dijanjikan imbalan dalam bentuk bunga tetapi
atas dasar nisbah bagi hasil dari keuntungan riil
yang diperoleh oleh bank. Prinsip bagi hasil
dikembangkan dalam sistem operasi bank
syariah karena dalam prinsip ini yang ditetapkan
pada awal kontrak adalah profit sharing ratio
(rasio bagi hasil) bukan tingkat keuntungan yang
ditetapkan sebelumnya seperti dalam sistem

bunga.

Karakter istimewa dari deposito mudharabah
adalah pada peran ganda dari bank pengelola
(mudharib) yakni sebagai wakil (agen) sekaligus

sebagai mitra.
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Bank Pengelola kemudian menjadi mitra dengan

nasabah pemilik dana ketika ada keuntungan.

Sebagai lembaga intermediari keuangan, bank
syariah melakukan kegiatan penghimpunan dana

yang sah satunya berbentuk deposito

mudharabah untuk kemudian disalurkan pada
sektor  pembiayaan

guna  mendapatkan

keuntungan. Deskripsi tersebut menggambarkan

lalu lintas beroperasinya dana deposito
mudharabah  yang  menunjukkan  bahwa
mekanisme dari beroperasinya perjanjian

deposito mudharabah dapat mencakup tiga

pihak yakni nasabah pemilik dana, bank
pengelola, dan pelaku usaha.
Menurut konsep hukum perniagaan Islam,

kemitraan dan semua bentuk organisasi bisnis
didirikan dengan satu tujuan yakni pembagian
keuntungan melalui  partisipasi bersama,
karenanya mudharabah sebagai pengembangan
produk bank syariah bekerja atas dasar prinsip
dimana oleh ulama didefinisikan

bagi hasil

sebagai partisipasi dalam keuntungan, maka
nasabah pemilik dana di bank syariah adalah
investor dengan sepenuh-penuhnya makna
investor dan bukan sebagai lender atau creditor

seperti halnya di bank konvensional.

Pihak kedua dalam mekanisme lalu lintas dana
deposito mudharabah adalah bank pengelola
yang menempati dua fungsi, kepada nasabah
pemilik dana, bank berposisi sebagai pengelola
dana (mudharib) sedangkan kepada pelaku

usaha bank berposisi sebagai pemilik dana.

Dengan demikian baik dengan investor maupun
pelaku usaha, bank harus sharing risk dan
return. Selanjutnya pelaku usaha sebagai pihak
ketiga dalam lalu lintas dana deposito
mudharabah vyang teraplikasi dalam praktek
bank syariah tersebut berfungsi sebagai
pengguna dan pengelola dana yang harus

berbagi hasil dengan bank.

Prinsip bagi hasil sebagai karakter dasar dari
sistem operasionalisasi deposito mudharabah
secara fundamental berbeda dengan bunga
pada deposito dalam bank konvensional. Dalam
profit sharing, hasilnya tidak dijamin karena
secara teknis bank pengelola selalu berhadapan
dengan risiko kerugian sementara bagi hasil
didasarkan pada keuntungan riil bank. Berbeda
dengan  sistem  bunga pada  deposito
konvensional yang tidak tergantung pada hasil
usaha bank, pihak debitur yang dalam hal ini
bank wajib mengembalikan dana deposito

beserta bunga yang berlaku dan ditetapkan.

Dokumen deposito mudharabah sebagai satu
perjanjian baku yang dalam kajian tentang
tingkat keabsahan dan daya ikat sebagai
perjanjan yang melahirkan hak dan kewajiban
yang harus ditaati oleh para pihak, pada uraian
analisis terdahulu telah dinyatakan tidak perlu
berdasar

baku

dipersoalkan lagi dengan pada

argumentasi bahwa perjanjian telah

diterima sebagai kebiasaan dalam praktek bisnis
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perbankan dan argumentasi bahwa dalam

dokumen deposito mudharabah tidak
ditemukan klausa eksonerasi (pengalihan
tanggung jawab) vyang secara prinsipil

memberatkan nasabah pemilik dana.

Persoalan tersisa yang berpotensi merugikan
nasabah pemilik dana sebagai satu catatan dari
dokumen deposito mudharabah adalah tidak
ditemukannya klausul yang dapat memberi
akses kepada nasabah pemilik dana untuk
mengetahui secara pasti berapa keuntungan riil
yang diperoleh oleh bank pengelola selaku
mudharib di dalam mengelola dana deposito
mudharabah. Tidak adanya klausul transparansi
tentang keuntungan riil yang diperoleh oleh
bank pengelola baik melalui pola pelaporan
maupun  publikasi  cenderung  berpotensi
merugikan nasabah pemilik dana karena secara
sistematis dapat menempatkan nasabah pemilik
dana pada posisi bargaining yang tidak seimbang

dengan pihak bank pengelola.

Berangkat dari analisis di seputar perbedaan

fundamental antara deposito pada bank

konvensional dengan sistem bunga dan deposito
mudharabah sistem hasil

dengan bagi

sebagaimana tersebut di atas, terlihat
perbedaan karakter hubungan hukum antara
nasabah dengan bank pada bank konvensional
dengan bank syariah. Hubungan hukum antara
nasabah pemilik dana dengan bank pengelola
tidak lagi berjalan pada kontruksi hubungan
hukum antara kreditur dengan debitur tetapi

lebih merupakan hubungan kemitraan atau

hubungan partnership dan hubungan partisipasi
dalam menanggung risiko dan menerima hasil
dari suatu perjanjian bisnis yang dijiwai oleh
semangat hubungan kepercayaan dari nasabah

pemilik dana kepada bank pengelola.

Kajian perlindungan hukum bagi nasabah pemilik
dana dalam produk deposito mudharabah
menjadi hal yang menarik seiring dengan
tuntutan vyang terkandung dalam undang-
undang perlindungan konsumen. Menurut pasal
4 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 tentang
perlindungan konsumen, disebutkan bahwa

konsumen memiliki hak-hak sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan
keselamatan dalam mengkonsumsi
barang/jasa;

2. Hak wuntuk memilih barang/jasa, serta

mendapatkan barang/jasa tersebut sesuai
dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan
yang dijanjikan,

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan

jujur  mengenai kondisi dan jaminan
barang/jasa;
4, Hak untuk di dengar pendapat dan

keluhannya atas barang/jasa yag digunakan;

5. Hak untuk mendapatkan advokasi,

perlindungan, dan penyelesaian

upaya
sengketa perlindungan konsumen secara
patut;

6. Hak untuk mendapat pembinaan dan
Pendidikan konsumen;

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara

benar, jujur, serta tidak diskriminatif; .



8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti

rugi, dana tau penggantian apabila
barang/jasayang diterima tidak
sesuaidengan perjanjian  atau  tidak

sebagaimana mestinya; dan
9. Hak-hak vyang diatur dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari ketentuan pasal di atas, terlihat bahwa

masalah kenyamanan, keamanan, dan
keselamatan terhadap konsumen merupakan
hala yang paling pokok dan paling penting dalam
konsumen.

perlindungan Barang/jasa

yang
diproduksi harus memberi rasa nyaman, aman,
dan keselamatan pada konsumen dan untuk
menjamin hal tersebut konsumen diberi hak
untuk memilih barang/jasa yang dikehendaki
atas dasar keterbukaan informasi yang benar,
jelas, dan jujur dari produsen. Apabila terdapat
penyimpangan yang merugikan, konsumen
berhak untuk didengar, memperoleh advokasi
secara patut dan diperlakukan secara adil serta

mendapatkan kompensasi dan ganti rugi.

Rumusan vyang terkandung pada pasal
perlindungan  konsumen  tersebut dapat
dijadikan pijakan dasar dalam mengkaji

perlindungan hukum bagi nasabah pemilik dana
dalam produk deposito mudharabah dengan
analogi bahwa yang dimaksud konsumen adalah
nasabah pemilik dana yang memanfaatkan
layanan jasa perbankan dalam bentuk deposito
mudharabah, berhadapan dengan pihak
pembuat produk deposito mudharabah yang
dalam hal ini lembaga bank syariah, karenanya
sejalan dengan uraian dimuka bahwa oleh
karena operasional bank syariah termasuk
didalamnya adalah deposito mudharabah lebih
banyak didasarkan pada tingkat kesadaran dan
sentiment beragama maka pada tataran ideal,
pemaknaan dari rumusan konsep kenyamanan,
keamanan, dan keselamatan sebagai bagian
pokok dari upaya perlindungan konsumen harus
didasarkan pada terjaminnya sistem operasi
bank yang tidak bertentangan dan sejalan

dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Aspek Normatif yang Harus Diperhatikan Terkait SRIA

1. Kriteria bank syariah atau UUS yang
diperbolehkan memiliki produk SRIA

Perlu ditetapkan kriteria BUS atau UUS yang
layak dan diperbolehkan memiliki produk SRIA
dalam salah satu instrument penggalangan dana

di sisi passivanya.

Hal ini diperlukan untuk terpenuhinya prinsip
kehati-hatian dan kecukupan tata kelola bank
dalam menjaga mutu dan kualitas SRIA yang

beredar di pasar.

Beberapa variabel yang dapat digunakan dalan
penetapan kriteria BUS dan/atau UUS dalam

perizinan peluncuran produk SRIA adalah:
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a. Tingkat kesehatan bank

b. Kesiapan sistem dan informasi
pelaporan underlying SRIA
c. Kategori portofolio aset produktif yang
layai dijadikan underlying SRIA dan
d. Business plan strategy rencana alokasi
pemanfaatan dana SRIA
2. Diperlukan adanya disinsentif atau insentif
negatif bagi BUS/UUS jika gagal dalam
menjaga performance kualitas aktiva
produktif dari underlying SRIA.
Mengingat keuntungan SRIA bagi BUS dan/UUS
adalah adanya perhitungan ATMR hanya 1% dan
usulan tidak diperhitungkan dalam kalkulasi NPF
maka hal ini dibutuhkan komitmen yang sangat
tinggi bagi bank yang bersangkutan untuk tetap
menjaga performance underlying SRIA walapun

tidak masuk dalam kalkulasi perhitungan NPF.

Ketiadaan konsekuensi pada peningkatan
kewajiban untuk menambah Biaya PPAP jika
terjadi penurunan kualitas aktiva produktif (NPF
naik) pada underlying SRIA dapat memicu moral
hazard atau kurangnya komitmen unit bisnis
BUS/UUS vyang seharusnya memonitor dan
menjaga kualitas aktiva produktif tersebut dalam

skema SRIA yang ditawarkan.

Untuk itu diperlukannya kebijakan yang bersifat
disinsentif jika terjadi penurunan kualitas aktiva
produktif. Beberapa ide penerapan disinsentif
tersebut adalah:

a. Diterapkannya sistem trance seperti

halnya dalam praktik EBA, dimana dari

setiap underlying SRIA, bank penerbit

SRIA memiliki sendiri minimal 20%

porsi  dari  kepemilikian  aktiva
produktif dari underlying SRIA dengan
kelas risiko lebih tinggi. Artinya jika
terjadi penurunan terhadap kualitas
aktiva produktif dari underlying SRIA,
maka bank penerbit merupakan pihak
pertama yang terekspose risiko kredit
tersebut;

b. Kewajiban buy back SRIA atau
pelunasan SRIA oleh bank sehingga
aktiva produktif dari SRIA kembali
dimiliki oleh bank sepenuhnya; dan

c. Penghentian perizinan penerbitan

SRIA.

3. Diperlukan penetapan minimum kriteria
bagi masing-masing jenis aktiva produktif
yang akan dijadikan underlying SRIA

Untuk mendapatkan standarisasi produk dan
menjaga kualitas kesehatan SRIA, maka
regulator perlu mengatur kriteria dasar yang
diperboleh kan untuk dijadikan sebagai
underlying SRIA. Contoh kriteria dasar tersebut
untuk masing-masing jenis aktiva produktif
dapat dilakukan sebagai berikut:

a. Surat Berharga Korporasi
*  Minimum rating AA
* Jangka waktu SRIA sama dengan
sisa jangka waktu sukuk korporasi
» Dialihkan sebagai aktiva produktif
underlying SRIA pada harga pasar
(mark to market)
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Debt Service Coverage Ratio
(DSCR) dari emiten penerbit
sukuk korporasi minimal 1,5x
Debt to Equity Ratio (DER) dari
emiten penerbit sukuk korporasi
maksimal 3x untuk industri non
keuangan dan 5x untuk industri
keuangan

Pembiayaan Murabahah

Berbentuk Pembiayaan Investasi
dan bukan pembiayaan modal

kerja.
Jangka waktu SRIA maksimal
sama dengan jangka waktu

pembiayaan atau sampai dengan
pembiayaan tersebut telah lunas.
Telah memiliki rekam jejak di
bank yang bersangkutan
minimum selama 2 tahun dengan
rekam jejak lancar.

Terdapat self financing dari bank
penerbit SRIA minimum 20%.
Terdapat jaminan yang
marketable dan bebas dari
penurunan nilai pasar minimum
sebesar 125%.

DSCR dari nasabah pembiayaan
minimum sebesar 1,5x.

DER dari nasabah pembiayaan
maksimal 3x untuk industry non
keuangan dan 5x untuk industri
keuangan.

Pembiayaan Musyarakah

Berbentuk Pembiayaan Investasi.

Jangka waktu SRIA maksimal
sama dengan jangka waktu
pembiayaan atau sampai dengan
pembiayaan tersebut telah lunas.

Telah memiliki rekam jejak di
bank yang bersangkutan
minimum selama 2 tahun degan
rekam jejak lancar.

Terdapat self financing dari bank
penerbit SRIA minimum 20%.

Terdapat jaminan yang
marketable dan bebas dari
penurunan nilai pasar minimum
sebesar 125%.

* DSCR dari nasabah pembiayaan
minimum sebesar 1,5x.

* DER dari nasabah pembiayaan
maksimal 3x untuk industri non
keuangan dan 5x untuk industri

keuangan.
* Rekam jejak pembayaran
realisasi bagi hasil terhadap

proyeksi bagi hasil selama satu
tahun terakhir minimum 100%.

4. Diperlukan perlakuan yang jelas perihal
mirroring kondisi underlying SRIA terhadap
konsekuensi bagi investor atau pemegang
SRIA.

Mengingat adanya potensi perubahan kondisi

dari underlying SRIA maka perlu adanya

mekanisme yang jelas dalam hal pemberlakuan
konsep mirroring antara underlying SRIA dan
dengan SRIA.

konsekuensinya pemegang

Contoh: Bagaimana perlakuan kepada investor

SRIA jika pada underlying SRIA dilakukan
pelunasan dipercepat, restrukturisasi,
perubahan covenant, perubahan pricing,

perubahan jaminan atau penarikan jaminan
sebagian, take over ke bank lain, perubahan nilai

pasar pada underlying berupa surat berharga.

5. Bagaimana perlakuan dalam perhitungan

BMPD atas aktiva produktif berupa
pembiayaan vyang dijadikan sebagai
underlying SRIA.

6. Jika pemegang atau investor SRIA tersebut
adalah Bank lain atau induk bank dari UUS,
apakah kepemilikan atas SRIA yang

diterbitkan oleh suatu bank dihitung dalam

perhitungan BMPD.
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7. Bagaimana bentuk perikatan dan

pemberian kuasa dari investor SRIA
kepada bank penerbit dalam hal kegiatan
yang terkait dengan underlying SRIA,
seperti halnya:
a. Pengikatan jaminan, dalam hal Bank
sebagai penerima hak tanggungan
atau fidusia atau personal guarantee
atau perikatan jaminan yang lain.
collection  atas

b. Penagihan dan

angsuran pokok dan margin/imbal

hasil.
¢. Handling  maintanance  dokumen
4. Syarat-Syarat Investasi

jaminan.
d. Penyelesaian sengketa hukum baik
pidana atau perdata.

8. Apakah pengembalian pokok  dan
pembayaran imbal hasil kepada investor
SRIA sama dan mirroring dengan schedule
payment dari pembiayaan yang dijadikan
sebagai underlying SRIA.

Jika terdapat pembayaran cicilan pokok oleh

nasabah pembiayaan apakah seketika juga akan

langsung dibayarkan kepada investor SRIA,
namun jika tidak, bagaimana perlakukan atas

cicilan pokok tersebut.

Mudharabah Mugayyadah

berdasarkan Aspek Hukum dan Aturan yang Berlaku Saat Ini

Selama ini, beberapa bank syariah telah
menjalankan produk pembiayaan Mudharabah
Mugayyadah dengan melihat pada ketentuan
yang berlaku, mengacu kepada POJK, Fatwa DSN
MUI, maupun PAPSI. Dalam hal ini, bank syariah
berperan sebagai investor (shahibul maal) dan
nasabah berperan

pembiayaan sebagai

mudharib.

Syarat-syarat yang berlaku antara shahibul maal
dengan mudharib yang selama ini dijalankan
dengan pembiayaan Mudharabah Muqayyadah
dapat menjadi acuan syarat-syarat bagi investor

dan bank syariah dalam produk SRIA. Akan

tetapi, pada SRIA, yang berperan sebagai
shahibul maal adalah investor sementara yang

berperan sebagai mudharib adalah bank syariah.

Syarat Minimal Mudharabah

1. Investor bertindak sebagai shahibul maal
yang menyediakan dana secara penuh, dan
bank syariah bertindak sebagai mudharib
yang mengelola dana dalam kegiatan usaha;

2. jangka waktu pembiayaan, pengembalian

dan keuntungan

dana, pembagian

ditentukan berdasarkan kesepakatan

investor dan bank syariah
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10.

Investor tidak ikut serta dalam pengelolaan

usaha bank tetapi memiliki hak dalam
pengawasan dan pembinaan usaha bank
dalam menyalurkan dana investasinya,
antara lain investor dapat melakukan review
dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil
usaha nasabah pembiayaan berdasarkan
bukti pendukung yang dapat
dipertanggungjawabkan;

investasi diberikan dalam bentuk tunai
dan/atau barang; serta bukan dalam bentuk
piutang atau tagihan;

dalam hal investasi diberikan dalam bentuk
tunai harus dinyatakan jumlahnya;

dalam hal investasi diberikan dalam bentuk
barang, maka barang yang diserahkan harus
dinilai berdasarkan harga perolehan atau
harga pasar wajar (net realizable value) dan
dinyatakan secara jelas jumlahnya;
pembagian keuntungan dari pengelolaaan
dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang
disepakati;

Investor menanggung seluruh risiko kerugian
usaha yang dibiayai kecuali jika bank
melakukan kecurangan, lalai, atau menyalahi
perjanjian yang mengakibatkan kerugian
usaha;

nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat
diubah sepanjang jangka waktu investasi,
kecuali atas dasar kesepakatan para pihak
dan tidak berlaku surut;

nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara

berjenjang (tiering) yang besarnya berbeda-

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

beda berdasarkan kesepakatan pada awal
Akad;

pembagian keuntungan dilakukan dengan
menggunakan metode bagi untung dan rugi
(profit and loss sharing) atau metode bagi
pendapatan (revenue sharing);

pembagian keuntungan berdasarkan hasil
usaha dari

nasabah pembiayaan sesuai

dengan laporan hasil usaha dari usaha
nasabah pembiayaan;

dalam hal bank ikut menyertakan modal
dalam kegiatan usaha yang dibiayai investor,
maka berlaku ketentuan;

bank bertindak sebagai mitra usaha dan
mudharib;

atas keuntungan vyang dihasilkan dari
kegiatan usaha yang dibiayai, maka bank
mengambil bagian keuntungan dari porsi
modalnya, sisa keuntungan dibagi sesuai
kesepakatan antara investor dan bank
(dalam kapasitas bank sebagai mudharib);
pengembalian pokok investasi dilakukan
pada akhir periode Akad atau dilakukan
secara angsuran berdasarkan aliran kas
masuk (cash in-flow) usaha nasabah
pembiayaan yang dibayarkan kepada bank;
dan

Bank dapat meminta jaminan atau agunan
untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah
tidak dapat memenuhi kewajiban
sebagaimana dimuat dalam Akad karena

kelalaian dan/atau kecurangan.
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Akad Penyaluran Dana Investasi Pembiayaan
berdasarkan Prinsip Mudharabah Mugayyadah

AKAD BANK DENGAN NASABAH INVESTOR on Balance Sheet

Denaan nama Allah Yana Maha Penaasih laai Maha Penvavana

AKAD PENEMPATAN DANA INVESTASI PEMBIAYAAN TERIKAT
(ON BALANCE SHEET)

No.

Akad Penempatan Dana Investasi Terikat berdasarkan Prinsip Mudharabah Mugayyadah on
Balance Sheet (selanjutnya disebut “Akad”) ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini,

, tanggal bulan tahun (dd-mm-yyyy)
oleh dan antara:

l. , berkedudukan dan berkantor pusat di ,
dalam hal ini diwakili oleh , selaku , berdasarkan
Surat Kuasa Direksi Nomor , tanggal , karenanya sah
bertindak untuk dan atas nama (untuk selanjutnya disebut “BANK?”).

Il. , berkedudukan dan berkantor pusat di ,
dalam hal ini diwakili oleh , selaku dari dan
karenanya sah bertindak untuk dan atas nama selaku NASABAH INVESTOR

(untuk selanjutnya disebut “NASABAH INVESTOR”).
BANK dan NASABAH INVESTOR selanjutnya secara bersama-sama disebut “PARA PIHAK”.

Para Pihak bertindak dalam kedudukan masing-masing tersebut di atas, terlebih dahulu
menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa NASABAH INVESTOR berkeinginan menempatkan dana pada BANK untuk
disalurkan khusus kepada (“NASABAH PEMBIAYAAN")
dalam rangka .

2. Bahwa BANK telah setuju untuk menyalurkan dana dimaksud kepada pihak yang
ditunjuk/diamanatkan oleh NASABAH INVESTOR.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya PARA PIHAK telah sepakat menuangkan
maksudnya tersebut dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL1
DEFINISI

1. Prinsip Mudharabah Mugayyadah on Balance Sheet atau Penempatan Dana Investasi
Terikat on Balance Sheet adalah suatu transaksi berdasarkan Prinsip Syariah dimana
NASABAH INVESTOR (pemilik modal) setuju untuk menginvestasikan modalnya melalui
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bank untuk suatu usaha tertentu yang dijalankan oleh NASABAH PEMBIAYAAN, dimana
karakteristik bisnisnya sudah dipahami oleh NASABAH INVESTOR; Adapun pendapatan
yang diperoleh BANK dari hasil usaha NASABAH PEMBIAYAAN dimaksud akan dibagi
diantara NASABAH INVESTOR dan BANK sesuai dengan nisbah/bagi hasil yang disepakati.

Syarat-Syarat Umum adalah semua ketentuan dan syarat yang tercantum dalam Syarat-
syarat Umum ini, sebagaimana sewaktu-waktu diubah, ditambah atau diperbaharui, yang
merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad.

PASAL 2
DANA INVESTASI TERIKAT DAN PENYALURANNYA

NASABAH INVESTOR setuju menempatkan dana pada BANK untuk dikelola sesuai dengan
ketentuan prinsip Mudharabah Mugayyadah on-Balance Sheet, yakni NASABAH
INVESTOR berkewajiban menyerahkan dana sebesar Rp. [ ]*), selanjutnya disebut “Dana
Investasi Terikat”.

Dana Investasi Terikat hanya akan disalurkan oleh BANK khusus untuk bidang usaha **)
untuk membiayai (selanjutnya disebut “Proyek”) yang
dilaksanakan oleh NASABAH PEMBIAYAAN yang disetujui oleh Para Pihak. NASABAH
INVESTOR dengan ini menyatakan bahwa ia telah memahami karakteristik usaha
NASABAH PEMBIAYAAN.

Pendapatan yang diperoleh BANK dari penempatan Dana Investasi Terikat pada Proyek
yang dijalankan oleh NASABAH PEMBIAYAAN akan dibagi kepada kepada NASABAH
INVESTOR dan BANK berdasarkan nisbah Bagi Hasil yang ditentukan dalam Pasal 3 Akad.

NASABAH INVESTOR tidak boleh menarik Dana Investasi Terikat yang telah
disalurkan/ditempatkan oleh BANK selama jangka waktu Akad ini.

Penyaluran/penempatan Dana Investasi Terikat kepada NASABAH PEMBIAYAAN akan
dilakukan oleh BANK pada saat yang bersamaan dengan penerimaan setoran Dana
Investasi Terikat dari NASABAH INVESTOR, yang akan diatur lebih lanjut dalam suatu akad
tersendiri berdasarkan Prinsip Syariah antara BANK dengan NASABAH PEMBIAYAAN.

Penyaluran/penempatan Dana Investasi Terikat sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat
1 dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap sesuai dengan kesepakatan antara BANK
dan NASABAH PEMBIAYAAN.

Atas penyaluran Dana Investasi Terikat, BANK akan membukukan secara on balance sheet
(dalam neraca BANK) dan Dana Investasi Terikat yang disalurkan kepada NASABAH
PEMBIAYAAN akan dicatat sebagai passiva dalam akun dana syirkah temporer.

Apabila dalam penyaluran Dana Investasi Terikat, BANK mengharuskan Nasabah
Pembiayaan melakukan Pengembalian Pokok secara bertahap, maka dana hasil
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pengembalian tersebut akan dibukukan sebagai Dana Investasi Tidak Terikat
(Mudharabah Mutlagah) dalam Produk Deposito atasnama Nasabah Investor.

PASAL 3
BAGI HASIL

NASABAH INVESTOR dan BANK sepakat bahwa nisbah Bagi Hasil ditetapkan untuk
NASABAH INVESTOR adalah sebesar % (__), dan untuk BANK sebesar % ().

Bagi Hasil dihitung dari pendapatan yang diterima BANK dari NASABAH PEMBIAYAAN
dari hasil usaha Proyek.

NASABAH INVESTOR dan BANK menyetujui bahwa pelaksanaan pembayaran Bagi Hasil
akan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati paling lambat 2 (dua) Hari Kerja
setelah pembayaran bagi hasil/angsuran NASABAH PEMBIAYAAN diterima BANK. Porsi
Bagi Hasil milik NASABAH INVESTOR disetor melalui rekening NASABAH INVESTOR di
BANK Nomor atas nama NASABAH INVESTOR.

PASAL 4
TANDA BUKTI DANA INVESTASI PEMBIAYAAN TERIKAT

. BANK akan menerbitkan bukti penempatan Dana Investasi Terikat yang akan diberikan
kepada NASABAH INVESTOR dalam bentuk Sertifikat Investasi Mudharabah Mugayyadah.

. BANK akan memberikan keterangan tertulis tentang posisi saldo Investasi Mudharabah
Mugayyadah kepada Nasabah Investor.

. Apabila tanda bukti tersebut hilang, NASABAH INVESTOR harus segera melaporkannya
kepada BANK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak diketahui hilangnya tanda bukti
tersebut, dengan melampirkan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian, dan NASABAH
INVESTOR bertanggung jawab atas segala kemungkinan yang timbul atas penyalahgunaan
tanda bukti tersebut.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Akad adalah [....] bulan, terhitung sejak tanggal penandatanganan Akad,
yang minimal harus sama dengan jangka waktu akad pembiayaan BANK kepada
NASABAH PEMBIAYAAN.

BANK berkewajiban memastikan dilaksanakannya ketentuan yang mewajibkan
NASABAH PEMBIAYAAN mengembalikan seluruh Jumlah Kewajiban yang telah
disalurkan oleh BANK berdasarkan Akad ini sesuai dengan jadwal yang tercantum pada
Lampiran atau dibayar sekaligus selambat-lambatnya paling lambat pada tanggal
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3. BANK berkewajiban memastikan pembayaran kembali Dana Investasi Terikat oleh
NASABAH PEMBIAYAAN kepada BANK wajib dilakukan melalui rekening
khusus/penampungan di BANK Nomor dimana BANK memiliki kuasa untuk
mendebetnya dan BANK berkewajiban untuk meneruskan pembayaran kembali Dana
Investasi Pembiayaan tersebut kepada NASABAH INVESTOR.

4. Dalam hal jatuh tempo pembayaran kembali bertepatan hari libur BANK, maka
pembayaran wajib dilakukan selambat-lambatnya pada 2 (dua) Hari Kerja setelahnya.
PASAL 6

AGUNAN

Untuk menjamin pembayaran Jumlah Kewajiban oleh NASABAH PEMBIAYAAN, BANK
berkewajiban meminta Agunan dari NASABAH PEMBIAYAAN berupa

1) ..
2) ..

PASAL 7
RISIKO

1. Apabila karena sesuatu hal yang bukan merupakan kesalahan BANK, timbul kerugian atas
kegiatan usaha pada Proyek, maka risiko kerugian investasi tersebut sepenuhnya menjadi
beban NASABAH INVESTOR; dan dengan ini NASABAH INVESTOR membebaskan BANK
dari kerugian/risiko investasi tersebut.

2. Dalam hal usaha mengalami kerugian sementara NASABAH INVESTOR berbeda pendapat
atas kerugian tersebut, pengelola (BANK) wajib membuktikan bahwa kerugian yang
dialami bukan karena ta'addi (mengerjakan sesuatu yang tidak diperbolehkan terhadap
harta yang diamanahkan), tafrith (meninggalkan sesuatu yang seharusnya dikerjakan
terhadap harta yang diamanahkan, yaitu melalaikan penjagaan terhadap harta tersebut)
atau mukhalafat al-syuruth (melanggar ketentuan-ketentuan yang disepakati antara
Bank dan Nasabah Investor).

3. NASABAH INVESTOR dianggap menerima dan mengakui terjadinya risiko kerugian
investasi sebagaimana tersebut pada Pasal 7 Ayat 1, apabila NASABAH INVESTOR tidak
melakukan sanggahan secara tertulis kepada Bank dalam jangka waktu 7 hari kerja atas
segala perhitungan dan penjelasan-penjelasan yang dibuat dan disampaikan oleh BANK
kepada NASABAH INVESTOR.

PASAL 8
PEMBERITAHUAN

23



Setiap pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan Akad ini dianggap telah
disampaikan secara baik dan sah, apabila dengan surat tercatat melalui kurir (ekspedisi),
atau faksimili ke alamat sebagai berikut:
l. BANK

Cabang

Alamat

Telepon

Fax

Il. NASABAH INVESTOR
Alamat
Telepon
Fax

Pemberitahuan dari salah satu pihak kepada pihak lainnya dianggap diterima:

a) Jika dikirim melalui kurir (ekspedisi) ada tanggal penerimaan dan/atau;

b) Jika dikiirm melalui pos tercatat, 7 (tujuh) hari setelah tanggal pengirimannya,
dan/atau; dan

c) Jika dikirim mealui faksimili, pada hari pengirimannya (dengan konfirmasi
penerimanya).

Salah satu pihak dapat mengganti alamatnya dengan memberitahukan secara tertulis
kepada pihak lainnya.

PASAL 9
PENUTUP

Apabila ada hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Akad ini, maka Para Pihak
akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat melalui surat menyurat
atau dalam suatu addendum tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dari Akad ini.

Akad ini dan Syarat-Syarat Umum Investasi Terikat merupakan satu kesatuan dan bagian
yang tidak terpisahkan serta para pihak telah memahami sepenuhnya terhadap hal
tersebut.

Akad ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai

kekuatan pembuktian yang sama.

BANK NASABAH INVESTOR
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SYARAT-SYARAT UMUM INVESTASI TERIKAT (MUDHARABAH MUQAYYADAH)
PT BANK ........(“Bank”)

BAB I
BERLAKUNYA SYARAT-SYARAT UMUM
Pasal 1

Syarat-syarat Umum ini merupakan ketentuan dan syarat yang berlaku secara umum bagi
Investasi Terikat untuk usaha produktif yang diberikan oleh Nasabah Investor (Shahibul
Maal) melalui Bank untuk suatu jenis usaha yang dilakukan oleh Nasabah Pembiayaan
yang disetujui oleh Para Pihak.

Syarat-syarat Umum ini dilekatkan pada Akad yang dibuat antara Bank dengan Nasabah
Investor (Shahibul Maal) dan merupakan bagian terpenting dan integral yang tidak dapat
dipisahkan dari Akad tersebut.

. lJika dalam Akad tidak dimuat ketentuan khusus, maka ketentuan dalam Syarat-syarat

Umum ini berlaku atas penyaluran Dana Investasi Terikat berdasarkan Akad tersebut.

. Jika ketentuan khusus dalam Akad mengatur hal yang sama atau bertentangan dengan

Syarat-syarat Umum ini, maka yang diberlakukan adalah ketentuan khusus Akad tersebut.

Dalam pelaksanaan pembiayaan atas penyaluran Dana Investasi Terikat terhadap
Nasabah Pembiayaan tunduk kepada syarat dan ketentuan yang berlaku pada
pembiayaan tersebut, kecuali telah diatur dalam Syarat-syarat Umum ini.

BAB Il
DEFINISI-DEFINISI
Pasal 2

. Jika tidak secara tegas dinyatakan lain dalam Akad, maka kata-kata yang dimulai dengan

huruf besar yang digunakan dalam Syarat-syarat Umum dan / atau Akad yang
bersangkutan, harus diartikan sebagai berikut:

a. “Agunan” berarti agunan ............. atau ketentuan lain yang diatur oleh Bank.

b. “Akad” berarti kesepakatan/perjanjian tertulis antara Bank dan Nasabah Investor
atau antara bank dan Nasabah Pembiayaan memuat adanya hak dan kewajiban bagi
masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah yang mengatur lebih lanjut
tentang penyaluran Dana Investasi, berikut semua perubahan, tambahan,
perpanjangan, penegasan dan pembaharuannya, yang merupakan satu-kesatuan
yang tidak dapat dipisahkan dengan Syarat-syarat Umum ini beserta segala dokumen
yang dibuat sehubungan dengan itu.
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”Angsuran” adalah Jumlah Kewajiban yang harus dibayarkan kembali oleh Nasabah
Pembiayaan yang terdiri dari Dana Investasi dan Imbalan sesuai dengan jadwal
angsuran berdasarkan Akad.

“Bagi Hasil” adalah bagian dari pendapatan yang diperoleh sebagai akibat
pelaksanaan usaha Proyek yang harus dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati
oleh Para Pihak berdasarkan Akad.

“Dana Investasi” adalah sejumlah uang yang disalurkan oleh Nasabah Investor
melalui Bank untuk digunakan sebagai pembiayaan usaha tertentu yang
dilaksanakan oleh Nasabah Pembiayaan.

“Bank” berarti perseroan terbatas............. , termasuk tetapi tidak terbatas pada
kantor-kantor cabangnya, para penerima dan atau pengganti haknya.

“Bangunan” berarti bangunan dan hasil karya maupun segala sesuatu yang ada di
atas tanah yang merupakan harta kekayaan Pelaksana Usaha (Mudharib) baik yang
sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

“Biaya” berarti setiap dan semua ongkos, biaya, honorarium (termasuk honorarium
notaris, dan konsultan lainnya), pajak, biaya administrasi, arranger fee, agency fee,
dan manajemen fee (jika ada) baik langsung maupun tidak langsung, yang timbul dari
dan atau berhubungan dengan penandatanganan dan pelaksanaan Akad termasuk
biaya yang dirinci dalam pasal 9 Syarat-syarat Umum ini.

“Cedera Janji” adalah hal-hal yang disebutkan pada Pasal 13 Syarat-syarat Umum ini.

“Dokumen Agunan” berarti semua dokumen yang membuktikan bahwa Agunan
telah diberikan dan diikat untuk kepentingan Nasabah Investor dan/ atau Bank,
termasuk segala perubahan/ pembaruan/ penambahannya.

“Gadai” berarti pengikatan atas Agunan yang dibebankan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku atas barang bergerak yang tidak dibebankan
dengan Fidusia.

“Ganti Rugi (Ta’widh) berarti kewajiban pembayaran ganti kerugian yang timbul
akibat kelalaian Nasabah Pembiayaan.

“Jumlah Kewajiban” berarti jumlah Dana Investasi, Imbalan, denda serta semua
jumlah uang lain yang karena apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Nasabah
Pembiayaan kepada Nasabah Investor dan/ atau Bank berdasarkan dan sesuai
dengan Akad, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya administrasi, serta biaya-
biaya lain, baik yang tercantum dalam Akad maupun yang timbul di kemudian hari
dalam rangka pelaksanaan Akad.

“Limit Pembiayaan” berarti jumlah Pembiayaan maksimum yang dapat diberikan
kepada Nasabah Pembiayaan yang nilainya ditentukan dalam Akad dan atau
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dokumen lainnya, yang disepakati bersama antara Nasabah Investor, Bank dan
Nasabah Pembiayaan.

0. “Nasabah Investor” berarti pihak yang menempatkan Dana Investasi pada Bank
untuk dikelola sesuai dengan ketentuan prinsip Mudharabah Mugayyadah On-
Balance Sheet.

p. “Nasabah Pembiayaan” berarti pihak penerima Dana Investasi, termasuk tetapi tidak
terbatas pada para ahli waris, para penerima dan atau pengganti haknya yang
berkewajiban melaksanakan usaha Proyek, yang akan menandatangani suatu akad
pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah terpisah dengan Bank.

g. “Syarat-syarat Umum Investasi Terikat (Mudharabah Mugayyadah)” berarti semua
ketentuan dan syarat yang tercantum dalam Syarat-syarat Umum ini, sebagaimana
sewaktu-waktu diubah, ditambah atau diperbaharui, yang merupakan bagian dan
satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad.

r.  “Tunggakan” berarti tunggakan atas Jumlah Kewajiban, termasuk namun tidak
terbatas pada Tunggakan Pokok, Tunggakan Imbalan, denda, Biaya atau setiap
jumlah lainnya yang wajib dibayar oleh Nasabah Pembiayaan, akan tetapi pada saat
jatuh tempo tidak dibayar sebagaimana mestinya kepada Bank.

s.  “Tunggakan Pokok” berarti angsuran sejumlah Dana Investasi yang tidak dilunasi
oleh Nasabah Pembiayaan pada waktunya.

t. “Tunggakan Bagi Hasil” berarti porsi Bagi Hasil Nasabah Investor atau Bank yang
belum dibayar atau tidak dilunasi oleh Nasabah Pembiayaan pada waktunya.

2. Judul-judul pada pasal-pasal dalam Akad dibuat hanya untuk kemudahan pencarian
kembali saja dan tidak boleh dipakai dalam menafsirkan ketentuan Akad.
BAB Il
TUJUAN, JENIS DAN JANGKA WAKTU KERJASAMA INVESTASI TERIKAT
Pasal 3
Nasabah Investor memberikan Dana Investasi kepada Nasabah Pembiayaan melalui Bank dan
Nasabah Pembiayaan wajib menggunakan Dana Investasi tersebut sesuai dengan tujuan
penggunaan yang telah disetujui oleh Para Pihak sebagaimana ditetapkan dalam Akad.

Pasal 4

Batas waktu pengembalian Dana Investasi ditetapkan dalam Akad.
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BAB IV
PENCAIRAN PEMBIAYAAN
Pasal 5

Dana Investasi hanya dapat dicairkan kepada Nasabah Pembiayaan jika menurut
pendapat Bank persyaratan di bawah ini telah dipenuhi secara baik dan benar:

a. Nasabah Pembiayaan telah memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang
ditetapkan oleh Bank termasuk namun tidak terbatas pada pelunasan Biaya serta
penutupan asuransi sesuai ketentuan akad pembiayaan.

b. Banktelah menerimasemua Dokumen Agunan sebagaimana yang disyaratkan dalam
Akad dan/atau dokumen lainnya.

c. Dalam hal Nasabah Pembiayaan merupakan suatu badan usaha, Bank telah
menerima akta pendirian dan perubahan-perubahan anggaran dasar serta dokumen
lainnya yang membuktikan pengangkatan organ-organ badan usaha vyang
bersangkutan termasuk pihak-pihak yang berwenang untuk mewakili badan usaha
yang bersangkutan serta dokumen yang membuktikan para pemegang sahamnya
dalam hal badan usaha tersebut berbentuk suatu perseroan terbatas.

d. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (jika disyaratkan) atas Proyek
yang dapat diterima baik oleh Bank.

e. Banktelah menerima dokumen lain yang dari waktu ke waktu disyaratkan oleh Bank.
f.  Nasabah Pembiayaan tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional.

Bank akan menolak permohonan Penarikan Pembiayaan, jika menurut penilaian Bank
salah satu persyaratan untuk Penarikan Pembiayaan belum dipenuhi sebagaimana
mestinya oleh Nasabah Pembiayaan.

BAB V
PEMBAYARAN JUMLAH KEWAIJIBAN
Pasal 6

Akad pembiayaan antara Bank dan Nasabah Pembiayaan akan mencantumkan kewajiban
Nasabah Pembiayaan untuk membayar Jumlah Kewajiban dan jadwal pembayarannya.

Setiap jumlah yang belum dibayar sesuai dengan jadwal pembayaran dianggap sebagai
Tunggakan terhitung mulai tanggal berikutnya dari tanggal yang ditetapkan dalam jadwal
pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran penuh atas jumlah yang belum dibayar
tersebut.
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3. Jika kewajiban pembayaran Nasabah Pembiayaan berdasarkan akad pembiayaan jatuh di
luar Hari Kerja, maka Nasabah Pembiayaan wajib melakukan pembayaran tersebut
selambat-lambatnya pada 1(satu) Hari Kerja sebelumnya.

4. Untuk ketertiban pembayaran Jumlah Kewajiban oleh Nasabah Pembiayaan kepada
Nasabah Investor dan/ atau Bank, Nasabah Pembiayaan dengan ini memberi kuasa
kepada Bank dan Bank menerima pemberian kuasa tersebut untuk membebani,
mendebet rekening (-rekening) Nasabah Pembiayaan di Bank sebesar Jumlah Kewajiban
yang timbul pada tanggal jatuh tempo.

Pasal 7
Besarnya Bagi Hasil dan jadwal pembayarannya ditentukan secara tersendiri di dalam Akad.
Pasal 8

1. Biaya yang berkenaan dengan Akad, dibebankan kepada Nasasah Pembiayaan, kecuali
ditentukan lain secara khusus. Biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran demikian
meliputi di antaranya, namun tidak terbatas pada:

a. Biaya-biaya untuk laporan-laporan kelayakan (feasibility reports), laporan-laporan
peneliti (surveyor report), laporan-laporan perkembangan serta kemajuan, laporan
penilaian agunan (appraisal report) dan atau laporan-laporan lain yang disampaikan
oleh pihak ketiga yang telah ditunjuk oleh Bank;

b. Biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang terbit dalam rangka konsultasi
perusahaan dan atau pemeriksaan pembukuan (audit report) yang dibuat oleh pihak
ketiga yang ditunjuk oleh Bank;

c. Bea meterai, biaya pendaftaran, pajak dan pungutan-pungutan lainnya yang
dikenakan oleh pemerintah ataupun apa saja yang harus dikeluarkan atau dibayar
berkenaan persiapan, pelaksanaan, tindakan penyelenggaraan Akad beserta segala
dokumen-dokumen hukum yang berkenaan, termasuk Dokumen Agunan dan surat-
surat kuasa;

d. Pajak, bea dan cukai, pungutan-pungutan, komisi-komisi dan semua pengeluaran
yang berkenaan langsung dengan pemberian Pembiayaan, dengan nama atau
sebutan apapun juga yang timbul berdasarkan peraturan dari pemerintah atau
undang-undang atau yang wajib dibayar kepada pemerintah;

e. Biaya-biaya dan pengeluaran Bank, sehubungan dengan perolehan, pengamanan,
pemindahan, penyimpanan dan/atau eksekusi Agunan.

f. Biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang timbul berkenaan dengan
penagihan Jumlah Kewajiban;
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g. Biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang dibuat oleh Bank atau kuasa-
kuasanya dalam rangka penyelesaian perkara, penggunaan advokat atau pihak
lainnya dalam usaha membela harta, hak-hak usaha atau kepentingan Nasabah
Investor terhadap pihak ketiga;

h. Termasuk juga dalam definisi Biaya adalah biaya yang timbul jika terjadi perubahan
dalam suatu perundang-undangan, peraturan-peraturan atau pedoman-pedoman
yang berlaku, atau dalam tafsiran resmi dari padanya yang membebani Bank dengan
sesuatu pajak yang berkenaan dengan Akad; dan/ atau

Bank berwenang, tanpa mengurangi hak-haknya, untuk membayar Biaya atau
pengeluaran-pengeluaran tersebut atas nama Nasabah Investor.

Jika diminta oleh Nasabah Investor, Bank akan memberitahukan kepada Nasabah
Investor tentang setiap Biaya dan pengeluaran tersebut di atas, mengenai sebab dan
kapan timbul atau jatuh temponya. Bukti yang dikeluarkan oleh pejabat Bank yang
diberikan wewenang untuk itu yang memberikan perincian mengenai biaya dan
pengeluaran beserta dasar-dasarnya, harus diserahkan oleh Bank kepada Nasabah
Investor dan akan merupakan suatu bukti utama (prima facie) dari jumlah yang
bersangkutan. Kecuali disetujui lain oleh Bank, rincian Biaya ini hanya dapat diminta oleh
Nasabah Investor kepada Bank untuk periode paling lama 3 (tiga) bulan terakhir dari
tanggal diterimanya oleh Bank surat permintaan Nasabah Investor kepada Bank.

Nasabah Investor wajib membayar kembali atau membayar kepada Bank segala Biaya
dan pengeluaran yang telah dibayar atau dikeluarkan oleh Bank untuk kepentingan
Nasabah Investor berdasarkan Akad dan/atau sejumlah uang yang merupakan tambahan
pengeluaran oleh Bank yang menurut pendapat Bank diperlukan untuk dapat membiayai
atau mempertahankan pembiayaan Nasabah Investor kepada Nasabah Pembiayaan atau
untuk melaksanakan kewajiban Bank berdasarkan Akad, segera dan sekaligus atas
permintaan pertama Bank. Nasabah Investor wajib mengganti kepada Bank atas segala
kerugian yang diderita oleh Bank sehubungan dengan atau sebagai akibat dari
kelambatan atau kelalaian pembayaran dari sesuatu Biaya dan pengeluaran yang
ditetapkan dalam pasal ini.

Jika atas pembayaran Biaya berdasarkan Akad dikenakan potongan atau retensi menurut
peraturan hukum yang berlaku, maka kecuali disetujui lain oleh Bank, Nasabah Investor
harus membayar tambahan jumlah yang sama besarnya dengan seluruh jumlah yang
harus dikurangi (dipotong) atau diretensi dan membayarkannya kepada pihak yang
berwenang, dalam jangka waktu yang ditentukan untuk pembayaran itu, dan Nasabah
Investor harus menyerahkan kepada Bank, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
setelah pembayaran itu dilakukan, tanda terima yang dikeluarkan oleh pihak berwenang
tersebut yang membuktikan bahwa semua jumlah tersebut benar telah dibayarkan.

Pasal 9
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Semua pembayaran Angsuran, denda dan Biaya oleh Nasabah Pembiayaan kepada
Nasabah Investor dan/atau Bank, dilakukan dalam mata uang yang sama dengan mata
uang Dana Investasi terikat.

BAB VI
PEMBATALAN DAN PENANGGUHAN

Pasal 10

Berdasarkan pertimbangannya sendiri, Bank berhak untuk membatalkan secara otomatis
seluruh Limit Pembiayaan yang belum ditarik oleh Nasabah Pembiayaan, guna
memperkecil kemungkinan kerugian, apabila kondisi Nasabah Pembiayaan menurun
menjadi Kurang Lancar, Diragukan atau Macet. Bank berkewajiban memberitahukan
pembatalan tersebut kepada Nasabah Investor dalam waktu tidak lebih lama dari 14 hari
kalender.

Khusus pada kondisi yang diatur pada ayat 1 diatas, Bank akan menempatkan Dana
Investasi Terikat yang tidak disalurkan kepada Nasabah Pembiayaan ke dalam Produk
Deposito Mudharabah Mutlagah atas nama Nasabah Investor

Pasal 11

Apabila terjadi sesuatu peristiwa seperti tercantum di bawah ini, sebelum pencairan
seluruh Limit Pembiayaan kepada Nasabah Pembiayaan, maka Bank akan
menangguhkan, baik seluruh maupun sebagian hak Nasabah Pembiayaan, termasuk hak
untuk mencairkan Pembiayaan dalam hal:

a. Nasabah Pembiayaan menangguhkan pelaksanaan Proyek dengan alasan apapun
juga;

b. Nasabah Pembiayaan tidak sanggup melanjutkan Proyek;

c. Berdasarkan penilaian Bank sendiri, terdapat petunjuk akan terjadi penangguhan
yang berkepanjangan dalam penyelesaian Proyek;

d. Berdasarkan penilaian Bank sendiri, terdapat petunjuk bahwa Nasabah Investor
telah atau akan mempergunakan Pembiayaan untuk tujuan-tujuan lain dari pada
yang telah diperjanjikan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bank; dan

e. Telah terjadi atau berdasarkan pertimbangan Bank sendiri terdapat petunjuk akan
terjadi satu atau lebih peristiwa seperti yang tercantum dalam Pasal 12, ataupun
terdapat petunjuk bahwa Nasabah Pembiayaan bermaksud melakukan salah satu
tindakan seperti yang tercantum dalam Pasal 13 tanpa persetujuan terlebih dahulu
dari Bank.
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Bank berkewajiban memberitahukan Nasabah Investor akan hal-hal tersebut dalam Pasal
11 ayat 1 di atas.

Dalam hal Bank menangguhkan hak-hak Nasabah Pembiayaan seperti ditetapkan dalam
pasal ini maka Bank dapat mengambil langkah-langkah dan tindakan lain yang dianggap
perlu atau berguna untuk melindungi kepentingan Bank dan/ atau Nasabah Investor.

Nasabah Investor berhak menarik Dana Investasi Terikat setelah adanya pemberitahuan
dari Bank terhadap kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas atau meminta

Bank menempatkan dana tersebut ke dalam Deposito Mudharabah Mutlagah atas nama
Nasabah Investor.

BAB VIl
KEJADIAN-KEJADIAN CEDERA JANIJI
Pasal 12

Kejadian-kejadian yang disebutkan di bawah dapat dianggap bahwa Nasabah Investor
telah Cedera Janiji:

a. Menarik kembali Dana Investasi terikat sebelum berakhirnya jangka waktu
sebagaimana ditentukan dalam Akad.

b. Tidak dapat memenuhi dan/atau melanggar sebagian atau seluruh syarat dan
ketentuan yang tercantum dalam Akad.

c. Pernyataan dan Jaminan yang diberikan ternyata tidak benar atau palsu.
d. Dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang.

e. Terlibat dalam perkara di depan pengadilan atau lembaga/instansi lainnya.
f.  Dokumen yang diserahkan oleh Nasabah Investor ternyata tidak benar.

g. Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank sehubungan
dengan Akad menurut pendapat Bank adalah palsu atau menyesatkan.

h. Nasabah Investor tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk
memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Syarat-syarat Umum atau
Akad; atau

Jika terjadi salah satu peristiwa Cedera Janji sebagaimana diatur pada Pasal 12 Ayat 1,

maka Bank berhak menyatakan menghentikan Akad serta mengambil setiap tindakan
hukum yang berhak diambil.
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Pasal 13

Kejadian-kejadian yang disebutkan di bawah dapat dianggap bahwa BANK telah Cedera
Janji:

a. Tidak dapat memenuhi dan/atau melanggar sebagian atau seluruh syarat dan
ketentuan yang tercantum dalam Akad.

b. Tidak menjalankan kegiatan usaha, khususnya dalam penyaluran Dana Investasi
terikat, sebagaimana kebijakan-kebijakan yang telah disepakati dengan Nasabah
Investor.

c. Tidak menjalankan usahanya dengan praktik yang wajar dalam usaha yang sejenis,
sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau sesuai dengan Prinsip
Syariah, serta menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate
governance).

d. Dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang.
e. Dokumen yang diserahkan oleh BANK ternyata tidak benar.

f. Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Nasabah Investor
sehubungan dengan Akad menurut pendapat Nasabah Investor adalah palsu atau
menyesatkan.

g. Bank tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi
sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Syarat-syarat Umum atau Akad;

h. Tidak memberitahukan secara tertulis kepada Nasabah Investor jika terjadi
perubahan yang menyangkut kondisi Nasabah Pembiayaan maupun Usahanya yang
menjadi underlying kerjasama Investasi Terikat.

Jika terjadi salah satu peristiwa Cedera Janji sebagaimana diatur pada Pasal 13 Ayat 1,
maka Nasabah Investor berhak menyatakan menghentikan Akad serta mengambil setiap
tindakan hukum yang berhak diambil, termasuk namun tidak terbatas pada penarikan
Dana Investasi Terikat.

BAB VIl
PERNYATAAN DAN JAMINAN NASABAH INVESTOR
Pasal 14

Nasabah Investor dengan ini menyatakan dan menjamin, bahwa pada hari dan tanggal
Akad ditandatangani:
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Nasabah Investor berhak dan berwenang sepenuhnya secara sah, untuk membuat
Akad serta melaksanakan semua kewajibannya berdasarkan Akad sehingga Akad
mengikat Nasabah Investor dengan sah;
Pembuatan Akad serta pelaksanaan kewajiban Nasabah Investor berdasarkan Akad
tidak bertentangan dengan perjanjian dan atau kewajiban Nasabah Investor
berdasarkan perjanjian lainnya tersebut;

Setiap dan semua tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan
yang berlaku telah dilakukan oleh Nasabah Investor untuk dapat membuat Akad,
serta untuk melaksanakan kewajiban Nasabah Investor berdasarkan Akad serta
perjanjian lain yang berhubungan dan menjadi kesatuan dengan Akad dan tindakan
tersebut, benar-benar sah, mengikat dan dalam segala hal dapat dilaksanakan oleh
Nasabah Investor, serta dapat dieksekusikan terhadap Nasabah Investor sesuai
dengan ketentuan dan syarat dalam Akad;

Semua dokumen termasuk tetapi tidak terbatas pada dokumen yang diserahkan oleh
Nasabah Investor kepada Bank sehubungan dengan pemberian Pembiayaan melalui
Bank kepada Nasabah Pembiayaan adalah dokumen asli, tidak palsu atau cacat dan
mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, demikian pula dokumen-dokumen yang
akan diserahkan sewaktu-waktu oleh Nasabah Investor kepada Bank;

Nasabah Investor telah meminta dan memperoleh penjelasan dari Bank atas
ketentuan dan syarat yang tercantum di dalam Akad, sehingga Nasabah Investor
sepenuhnya mengetahui dan mengerti serta menyetujui semua ketentuan dan
syarat dalam Akad;

Tidak ada perkara-perkara di badan peradilan dan atau arbitrase dan atau lembaga
pemerintahan lain yang menyangkut Nasabah Investor yang masih belum diputuskan
dengan keputusan yang berkekuatan tetap;

Nasabah Investor tidak mempunyai tunggakan kepada Negera Republik Indonesia
yang jika tidak dibayar sebagaimana mestinya dapat berdampak negatif terhadap
aset Nasabah Investor, termasuk tetapi tidak terbatas pada tunggakan pajak;

Tiada hal atau peristiwa yang merupakan suatu cedera janji atas suatu perjanjian;
Pembuatan Akad tidak akan menyebabkan timbulnya suatu cedera janji; dan
Nasabah Investor telah mendapatkan semua izin dan persetujuan yang disyaratkan
guna membuat dan melaksanakan Akad serta dokumen dan perjanjian lain yang
berhubungan, sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Nasabah Investor telah menempatkan total dana investasi di rekening Nasabah

Investor di bank dan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan pembiayaan yang akan
menjadi underlying investasi terikat kepada nasabah pembiayaan.
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Bilamana di kemudian hari ternyata ada pernyataan dan jaminan Nasabah Investor yang
diuraikan dalam Pasal 14 Ayat 1 tersebut di atas tidak benar dan menimbulkan kerugian
pada Bank, maka Nasabah Investor wajib bertanggung jawab dan mengganti seluruh
kerugian, yang diderita oleh Bank sekaligus lunas atas permintaan pertama Bank.

BAB IX
KETENTUAN-KETENTUAN MATA UANG

Pasal 15

Pencairan Pembiayaan dan kewajiban pembayaran Nasabah Pembiayaan kepada Bank
dilakukan dan ditatausahakan dalam mata uang yang sama dengan mata uang yang
diperjanjikan dalam Akad. Penarikan Pembiayaan dalam mata uang yang berbeda dari
yang diperjanjikan dalam Akad tersebut hanya dapat dilakukan jika disetujui secara
tertulis oleh Para Pihak dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan transaksi/jual beli
mata uang yang berlaku di Bank.

Dalam akad pembiayaan, Bank akan mencantumkan bahwa biaya yang ada karena
perubahan kurs antara mata uang yang satu dengan mata uang yang lain yang mungkin
dipergunakan dalam transaksi yang timbul dari akad pembiayaan wajib ditanggung oleh
Nasabah Pembiayaan.

BAB X
PEMBUKUAN DAN PEMBUKTIAN

Pasal 16
Setelah penempatan Dana Investasi terikat oleh Nasabah Investor, Bank akan
menyelenggarakan pembukuan dan catatan-catatan lain sesuai sistem akuntansi yang
berlaku pada Bank dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik

Indonesia.

Nasabah Investor dengan ini menerima baik pembukuan dan catatan Bank sehubungan
dengan Akad.

BAB Xl
HAL-HAL LAIN

Pasal 17
Akad hanya dapat diubah dengan suatu dokumen tertulis oleh Para Pihak.

Akad mengikat Para Pihak pada Akad dan para pengganti hak atau penerima hak dari para
pihak masing-masing.
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10.

11.

Akad berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak sampai seluruh Jumlah
Kewajiban dinyatakan lunas secara tertulis oleh Bank.

Nasabah Investor dengan ini setuju bahwa Bank dapat mengungkapkan keterangan yang
berkenaan dengan transaksi ini, yang dari waktu ke waktu dapat diminta oleh pihak
berwenang di bidang perbankan atau setiap badan pemerintah Indonesia, atau pihak
berwenang lainnya di Indonesia, sesuai ketentuan yang berlaku.

Bila satu atau lebih ketentuan dari Akad tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat
dilaksanakan dalam setiap hal berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, maka
keabsahan, dapat berlakunya, dan dapat dilaksanakannya ketentuan-ketentuan yang lain
dalam Akad tidak akan dipengaruhi atau dihalangi dengan cara apapun. Untuk itu,
Nasabah Investor akan melaksanakan dan menyerahkan dokumen-dokumen tambahan
bila diminta oleh Bank untuk memberlakukan setiap ketentuan Akad yang ditetapkan
sebagai tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.

Jika terjadi kegoncangan di bidang politik atau situasi ekonomi atau perubahan-
perubahan kebijaksanaan pemerintah yang menurut pendapat Bank dapat
mempengaruhi kondisi keuangan Nasabah Investor atau keadaan-keadaan lain yang
merugikan, termasuk tetapi tidak terbatas pada, setiap tindakan pemerintah untuk
menghukum, menyita dan mengambil alih atau melakukan pengawasan atas semua atau
setiap bagian dari harta/kekayaan Nasabah Investor atau mengambil alih pengolahan
dari harta kekayaan tersebut, Bank berhak mengakhiri Akad.

Kegagalan Bank untuk menuntut pelaksanaan dari suatu ketentuan Akad oleh Nasabah
Investor pada suatu waktu, tidak akan mempengaruhi hak Bank untuk menuntut
pelaksanaan ketentuan tersebut untuk waktu sesudahnya.

Akad dan pelaksanaan Akad tunduk kepada dan diatur oleh hukum Republik Indonesia.

Atas permintaan secara tertulis dari Bank, Nasabah Investor atas biayanya sendiri harus
segera melakukan setiap tindakan dan menandatangani semua dokumen vyang
diperlukan dan disyaratkan oleh Bank untuk menyempurnakan atau memperbaiki
dokumen-dokumen yang dibuat berkaitan dengan Akad.

Kuasa-kuasa yang termaktub dalam Akad merupakan bagian dan satu kesatuan yang
tidak dapat dipisahkan dari Akad, yang tidak akan dibuat tanpa adanya kuasa-kuasa
tersebut, dan karenanya kuasa-kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali dan juga tidak
berakhir karena sebab-sebab yang termaktub dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata yang berlaku di Republik Indonesia atau karena sebab apapun juga.
Nasabah Investor dengan tegas melepaskan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam
pasal 1814 dan pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di
Republik Indonesia.

Untuk pengakhiran Akad, Para Pihak dengan ini mengesampingkan semua peraturan

perundang-undangan yang mensyaratkan adanya suatu putusan pengadilan untuk
pengakhiran suatu perjanjian, termasuk Pasal 1266 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum
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Perdata. Bank tidak diwajibkan atau dituntut untuk membayar ganti rugi kepada
Nasabah Investor dalam hal pengakhiran tersebut.

BAB XII
KEADAAN PAKSA (Force Majeure)
Pasal 18

Dalam hal salah satu pihak terlambat, terhalang atau sama sekali tidak dapat
melaksanakan kewajibannya berdasarkan Akad oleh karena Keadaan Paksa, maka pihak
tersebut tidak dapat dianggap telah lalai dalam pelaksanaan kewajibannya tersebut.
Keadaan Paksa adalah setiap sebab yang berada di luar kekuasaan Para Pihak, yang
secara layak tidak dapat mereka duga atau cegah sebelumnya, termasuk tetapi tidak
terbatas kepada, perang (dinyatakan atau tidak), huru-hara, revolusi, kebakaran, banjir
atau disebabkan oleh bencana alam lainnya dan atau disebabkan oleh undang-undang,
proklamasi, peraturan atau keputusan pemerintah atau setiap bagiannya atau pejabat
yang mewakili pemerintah mana pun atau disebabkan oleh tindakan pemerintah
manapun, atau setiap sebab apakah yang sifatnya sama atau berbeda, pada saat
sekarang atau yang akan datang yang berada di luar kekuasaan Para Pihak.

Dalam hal Keadaan Paksa, pihak yang mengalami keadaan demikian harus
memberitahukan dan menyampaikan kepada pihak lainnya pembuktian dari keadaan
tersebut secara tertulis dalam jangka waktu selama 3 (tiga) hari kalender setelah hari
pertama pelaksanaan jasa-jasa terhalang. Apabila jangka waktu itu terlewati, pihak lain
tersebut mempunyai hak untuk menolak Keadaan Paksa sebagai alasan kegagalan
pelaksanaan kewajiban-kewajiban oleh pihak yang diperbaharui.

Dalam hal Nasabah mengalami Keadaan Paksa, maka Nasabah berhak untuk
memberitahukan keadaan tersebut kepada Bank dan atas dasar kesepakatan, Para Pihak
akan merundingkan kembali tindakan-tindakan yang harus dilakukan secara
musyawarah dengan berpedoman pada Syarat-syarat umum dan Akad.

BAB XIlil
PERUBAHAN SYARAT-SYARAT UMUM DAN AKAD
Pasal 19

Apabila terjadi perubahan-perubahan dan / atau tambahan atas perundang-undangan dan
peraturan-peraturan yang berlaku, yang dikeluarkan oleh pemerintah dan / atau lembaga-
lembaga pemerintah, termasuk Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan yang mengikat
Bank, maka Bank akan mengadakan perubahan-perubahan juga dalam Syarat-syarat Umum
dan Akad yang perlu dibuat sebagai akibat dari perubahan-perubahan dan / atau tambahan-
tambahan atas perundang-undangan dan peraturan-peraturan tersebut di atas, dan
perubahan-perubahan dalam Syarat-syarat Umum dan Akad itu akan mengikat Nasabah
Investor mulai dari tanggal perubahan-perubahan dan / atau tambahan tersebut di atas
dianggap telah mengikat Bank.

37



BAB XIV
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 20
1. Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia.

2. Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini, Para
Pihak terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara
musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
kalendar sejak tanggal perselisihan diajukan oleh salah satu Pihak.

3. Apabila penyelesaian secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2
Pasal ini tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan
ini di Pengadilan Negeri dengan memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap pada
Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi keberadaan cabang
Bank yang memberikan pembiayaan ini.

4. Apabila Nasabah memperoleh pembiayaan lebih dari satu cabang Bank yang meliputi
wilayah Pengadilan Negeri yang berbeda, maka Bank dapat memilih penyelesaian

perselisihan sengketa tersebut pada salah satu Pengadilan Negeri.

Akad ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk
ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

BANK Menyetujui,
NASABAH

Materai Rp. 6000,-
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